BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1)

2)

Berdasarkan banyaknya kasus korupsi menjelang Pemilukada yang
menyeret Kepala Daerah dan pejabat Pemerintahan Daerah dan telah
diputus bersalah di Pengadilan dalam pengelolaan dana Hibah dan
Bantuan Sosial, Penulis berpendapat ditemukan adanya relasi belanja
Hibah dan Bantuan Sosial APBD terkait pelaksanaan Pemilukada.
Penulis menemukan kecenderungan belanja Hibah dan Bantuan Sosial
mengalami  kenaikan yang signifikan menjelang pelaksanaan
pemilukada dan mendapati fakta banyaknya tindak pidana korupsi
yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran belanja tersebut.
Hal ini menyebabkan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
seharusnya  ditujukan  untuk  menunjang  penyelenggaraan
pembangunan daerah banyak digunakan untuk kepentingan politis
penguasa.

Kebijakan penganggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
APBD tidak mengatur mengenai manajemen pagu anggaran, serta
pengertian yang jelas mengenai kemampuan keuangan daerah dan
klasifikasi alokasi anggaran dalam memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja Hibah dan

Bantuan Sosial yang seharusnya tidak bersifat wajib malah menjadi
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3)

prioritas, sehingga banyak pemerintah daerah di indonesia
menganggarkan jumlah alokasi yang besar yang dipandang
peruntukannya tidak efesien dan efektif dan tidak didasarkan pada
analisis kebutuhan prioritas daerah.

Prinsip pertanggungjawaban belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah dan penerima bantuan
lebih bersifat laporan dokumen administrasi saja tanpa adanya prinsip
akuntabilitas dalam Kinerja, hasil serta manfaat yang diterima sebagai
tujuan program Hibah yaitu bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta Bantuan Sosial yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5.2 Saran

1)

Hendaknya diatur sistem transparansi dan akuntabilitas bagi
Pemerintah Daerah dan penerima bantuan dengan rincian jelas dan
bersifat wajib tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya,
sehingga dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak selalu menggelembung
setiap Pemilukada dan benar-benar memiliki manfaat bagi
pengembangan kapasitas masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam
pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.
Pentingnya aturan bersifat wajib tentang publikasi laporan
perencanaan, penganggaran dan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial

agar lembaga pengawasan, masyarakat dan pihak terkait dengan
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mudah mendapatkan informasi sebagai bentuk pengawasan. Sehingga
pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek laporan
administrasi  saja, tetapi menyangkut proses, keluaran serta
manfaatnya dapat dinilai oleh masyarakat.

Pentingnya diatur jelas rumusan mengenai pagu anggaran Hibah dan
Bantuan Sosial terhadap kemampuan keuangan daerah dan klasifikasi
pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagai
prioritas pembangunan daerah. Sehingga Hibah dan Bantuan sosial
yang sejatinya bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah dan
kesejahteraan menjadi efektif dan efisien yakni berdaya guna dan
berhasil-guna. Kriteria efektif diukur dengan parameter bantuan yang
dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari
berbagai kelompok dan lapisan sosial.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang
merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance), maka perlu diatur mengenai pertanggungjawaban baik
oleh Pemerintah Daerah maupun penerima bantuan untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai
laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial serta jenis belanja
barang dan jasa dalam program melalui media pertanggungjawaban

berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.
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